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MENIMBANG

MENGINGAT

PERATURAN DAERAH KNTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAWUN 1985
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DALAM KOTAMADYA DAERAR TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAMA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA TAERAH TINGKAT II SURABAYA

t bahwa dalam rangks untuk lsbih meningkatkan pelaksanaan pembina—

an terhadap pengelelzan perparikiran @i Ketamadya Daerah Tingkat
IT Surabaya agar lebih dapat menunjang kelancaran, keamanan dan
ketertiban lalu lintas disamping untuk meningkatkan pendapatan—
asli Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Dae
rah Ketamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nemer 5 tahun 1981 ten~
tang Penyelengsaraan dan Pengalalaan Tempat Parkir Dalam Ketama~
dya Daerah Tingkat I1 Surabayx karens sudah tidak gesuai lagi de
ngar yerkembangan keadaan dewapa ini, dengan memetapkan kembali
ketentuan perparkiran dimpksud dalam suatu Peraturan Daerah,

t 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tenmtang Pekelk~pokok Pemerin-

tahan di Daerah ;

2, Undang-andang Nemer 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Xeta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yegyakarta juncte Undang-un -
dang Nomor 2 tabun 1965

3s Undang-undang Homor 12 Drt tahun 1957 tentang Retribusi Dge-
rah 3

4, Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Ana-
kutan Jalen Reya

5¢ Undang-undang Nemer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan -~
Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerak Tingkat II

Te Xeputusan Menteri Dalam Neger:i. Nemer 43 tahun 1980 tentang -
Pedoman Pengslelaan Perparkiran @i Daerah ;

8, Peraturan Daerak Keta Besar Surabaya Nemor 55 tahun 1955 tem—

tang Pentirian Pongun-bangunan dalam Daersh Keta Besar Sura -
Baya.
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkot II Sura-
baya,

MEMUTUESXKAN

MENETAPKAN t PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGXAT II SURABAYA TENTANG PE-
NGELOLAAN PEMPAT PARKIA DALAM KOTANADYA DAEMAM TINGKAT II SURABAYA.

BAR T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerak yans dimaksud dengan istilgh :

as Pemerintah Dperah, ialah Pemerintah Ketamadya Dmerah Tingkat IT
Surabaya j

b, Kewala Daerah, ialah Wgliketamadya Kepala Dperah Tingkat II Su-
rabaya 3

c. Dewan Parwakilan Rakyat Daerch (DPRD), ialak Dewan Perwalkilan —
Rakyat Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya 3

de Jalan, ialah Jalan sebagimana dimaksud dalam Undans=andang Nemer
3 tahun 1965 &i Ketamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya 3

¢, Badan Pembina, ialah Badan yang membima Perparkiran di Ketamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;

fo Badan Pengelela Perparkiran, ialah Unit Pelaksana Daerah yang -
diberi pelimpahan wewenang unituk mensgelela we
persarkiran uwmum di Kotanadya Daerah Tingkat
I1 Surabaya 3

2., Parkir, ialgh menempatken dan stau memberhentikan kendaraan se-
lama waktu tertentu ditempat parkir ;

h, Tempat parkir umum, ialah tempat untuk memarkir kendaraan meli=-
puti jalan welataran parkir lingkungan sarkér,
gesung parldr yang fisediakan olsh Pemerimtah
Dgerah 3

i, Tempat parikir Khusus, ialah tempat untuk memarkir kendaraan me -
limuti pelataran parkir dan gedung marikdr -
yang disediakan oleh Swasta atau Ingtansi Wu
kan Pemerintzk Daerah

jeo Tampat Parkir, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan eleh
Kerala Daersh sebagai Wilayah (fasilitas u-

mm) temmat parkir ;
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Gedung Paridir, ialah suate Pangunan atau swatn bagian Bangunan yang
renggutaannya sebazai tempat parkir ;

FPelatnran Parlidr, ialgh Bidang fznah dilucr jalan yang penssunsan -
ya sebagail tempet parldr ¢

Petalkl Par¥ir, i:lak basian=hagian dari temwat parkir untuk memarkir
kendaraan yang ditandszi dengan marka parkir j

Tempat Parkir Insidentil, ialah tempat-tempat parkir kendaraan yang
digelengzzaralmn secara tidak tetap atan tidak permg
nsn karesna adanya muatu kepestingan atau kepiatan =
dan ntav keramaian baik mempergunakan fagilitas w ~
mar maupan fasilites sendird

Petugas Parkir, ialah Petugss yang diberi tugas mengatur penempatan
kendaraan yang diparkir ;

Retribusi Parkir, ialah pembayaran atau imbalan jama atas pengsuma-
an tempat-tarpat parkir yang dikelelsa oleh Pemerin
tak Daerah ¢

Kentribusi, ialah pesmbayaran iwman yung dilakukan eleh Pengusaha =
swasta yang éalam hal ini pengelala Parkir Swasta
Yang sendapat ijin menyelenggarakan tempat parkir
dari Kepala Igerai §

Sewa parkir, ialah pembayaran yang dikenakan atzs pengmunaan petak
sarkir digedung-gedung parkir atau pelataran par=
kir yang tidak dikelala Pemerintah Daersh ;

Meter Parkir, islah muatu mesin pencatot wakin parkir kendaraan yang
dipasang pada petak saridir 3

Bangunan wmm, iglah Bangunan yeang dirakai untuk sesala macan kegiat
am atau yengzunssn wimn antara lain untuk Pertempan
Umun, Yantsr, Hotel, Rumah Makan, Tempat Hiburan, -
Rumgh Sakit, Teko, Tempat Pendidikan dan Perikadat-

a&n g
Rambu Parkir, ialah Tgnda-tanda yang memnjukkan tempat-tempat par—
kir g

Marks Pariir, ialah carisegarip ditempot parkir yang msunjukkan oa-
ra parkir,

MeE  IT
KRTENTUAN PENGATRAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PARKIR
Pasal 2

(1) Untuk ketertidam, keamanan dan kelancaran laluw lintas pada tempat-

tempat tertewtu dalam Ketamadys Duerah Tingkat II Surabaya dissdia
kan tempat~tempat parkir sleh Pemerintah Baerak ;
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L] 4 -
Lekari tempat-tempat perkir dimakeud pade ayat (1) passl ini @ite-
tapkan dengsn keputusan Yepala Daerah.
Fagal 3
Untuk melakmanakan kebi jaksanzan dalam bidang perpariiran dalam Xe-

tamadys Dnerah Tingkst 1T Snrahays Kepala Daerah membentuk Bydan Fem
Wina Perparkiran i

Untuk penyelengsarasn dan pengelelaan tempat parizir dikentuk REadan
Pengeloly Perparkiran
Perbentukan Badan tersebut pada ayat (1) dan (2) mamal ini ditetap—
kan dengan Keputuszn Kepala Daerah,

Pasal 4

Setiap bangunan umum harus dilengkapi fengan tempat atan ruangan par
kir, Berdagarkar standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan wmm
atan yang ditetapkan sleh Kepala Daerah g

Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini ~
tidak memingkinkan, 2apmzt divsahakap secara kelektif atau bersams -
mema densan Yanmnan=sangunan waum lainrya 3

Pelaksanaan Fetertuan dimakeud pada syat (2) »amal imi diatur eleh
Kepﬂl. Daerah.

Pasal 5

Bentuk leilut sertzan masyarakat dalam pembansgunzn temmat sarkir pada
lekazi~lekasi yang memurut ketentuan=—ketentuan harus menyediakan tem—
mat parkir diatur oleh Kepzla Daperah dengan suatu Keputusan,

Pasal 6
Dilarang mengusahakan tempat parkir dan ataw memursut retribusi ataw -

sewn parkir 4i jalan=jalan ataupun ditempat umm yang dapat digunakan
untuk ssrkir, tanpa ijin tertnlie Kepala Baerah.

Pamal T

(1) Badan Pengelela Parkir sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal 3
Peraturan Daerah ini nempunyai tugas dan kewa jiban menbina, meng-
adakax pengaweman dan ketertikan kendaraan yang diparkir di tempat
temmat parkir yang dilakukan elsh petugas parkir ;

(2) Petugas paridir dirkoud pada ayat (1) masal ini berkewajidan untuks:

a. Nsnberilzan pelsyanan masik dan keluarnya kendarasn ditempat mar—
Kir yang menjadi tangsung jawabmya ;

W, meryerahkan karcis parkiz dan menerima permbayaran retribdusi par—
¥ir

¢. manjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan-kendaraan ~
yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawmbnays.
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BB 11T
CAHEA PARKIR
Pasal ]

Setiap pemakai tempat markir kendaraan harus memarkir kendaraannya
ditempat yang ditunjuk oleh petugas parkir ;

Cara memarkir kendaraan dijalan yang ditetapkan sebarai tempat par~
kir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong dengan kemirinmgan

0% 45° atau 30° dari ag Jjalan atas dasar lebar jalan dan situasi
lalu lintas g

Cara untuk tempat-tempat markir di gedung atan pelataran parkir ha-
rus dilakukan sejajar (saralsl) atau merong dengan ksmiringam 60°,

45° ataun 300 #3rd dingkal fergamiune luss dan bentuk gedung parkir
atau melataran warkir {orsehut

Pelaksanaan telnis ketentuan dalam ayat (2) sasal irdi aken ditetap-
kan lsbih lanjut eleh Kepala Dzerah atau petugas yang ditunjuk,

BAB IV
RAMBU DAN JMARKA PARKIR
Fagal 9
Pada tempat~tempat purkir seperti dimsksud dalam pamal 2 ayat (2)
dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dasrah ini harus dipa-
sangz tanda~tanda paridr ;

Tandamtaonda dimakeud pada ayat (1) pasal ini berupa @

ae DMamby Parkir yang dilenskapi dengan pelengkay rambu yang menje-
laskan antara lain :
1 waktu pelayanan parkir ;
24 Wesarnya reitribusi atau sewa parkir yang dikenakan ;
3. maesam kendaraan yang diperbelshlan parkir,
b, Marka parkir dan atan tanda~tanda lain yang menunjukkan cara =
parkir
Katantuan tersebut mpada ayat (2) masal ini berlaku juga Pagi tem—
pat parkir yang meagagunakan meter paridr,

BAB v
TAT8 TERTIB PARKIR
Pamal 10

Kapadz gotiap pamakai tempat~tempat earkir kendaraan dilarang par—
Kr diluar batas-batas suatu petak parkir ;

Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingsa mengurangi
atan merintsngi kebebasan kendaraan~kendarzan yang diparkir uatuk
keluar dan masuk tempat warkir dan atau dapat menyebakkan tergang-
gunya kelanoaran lalu lintas
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Pazal 11

Petugas parkir dimakeud pada ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini ber—
wenang untul memerintahkan kepada szetiap pemakal kendaraan yang memaried
kir kendaraamya diluar tenpat parkir agar masuk ketempat parkir yang
mudah ditetapkan,
B3 V1
KETENTUAN RETRIBUSI PEMENUHAN
Pamzl 12

(1) Setiap pemilik atau pemssang keadaraan yang memarkir kendaraannya

ditempat~tempat paridr wmm di Ketamdya Daerat Tingaat II Suraba-
¥a dikenckan pungutan retrivusi parkir

(2) Besarnys retridusi dtmmleud wada ayat (1) pasal ini ditetapkan de~
ngan Peraturan Daerah ;

(3) Xepada pemilik stau pemegang kendaraan yang memarkir kendaraaanya
dimakeud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda ukti parkir eleh
petugas parkir yang ditunjuk

(4) Bertuk atau medel tanda bukti parkir tersebut pada ayat (3) pasal
ini ditetapkan aleh Kepala Daerah 3

(5) Hasil pemunguian retribusi dimakeud pada ayat (1) sasal ini dise-
terkan kepada Bendzharawan Fhusus Penerima pada Dinas Pendapatan
Daerah Ketamadya DPaerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan pressdu
administrasi keuangan yang eerlaku,

AR VII
PEMBINAAN
Pasal 13

(1) Bgdan Penbina dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Persturan Daerah inj
bertangeuig jawak atas wembinamn perparkiran di Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya 3

(2) Pambinaan perparkiran dimpksud pada ayat (1) pasal ini wertujuam
meningkatkan ketertiban dan kelancarax lalu lintas dijalan khusu
nya jalan=jalan yang berada didaerak yang sadat dengan kegiatan
urmm serda meningkatkan pendapatan asli daerah dari sekter perma
kiran 3

(3) Untuk maksud tersebut Pemerintah Dasrah menyediakapn dan mengarak
kan pembangunan gedung-gedung parkir das ypelataran~pelataran par
kir ¢

(4) Badan Pombina tersebut pads ayat (1) pasal ini memberikan pula !
dingan dan pengawasan terhaday usaba-usaha atau penyelenggaraan
tempat pariir dalam Ketamadya Dasrah Tingkat II Surabaya.
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B3 VIII
PERIJITAN
Pasal 14

(1) $enyolenggarsan tenmpat-tempat parkir mebagaimana dimakeud pada ayat
{1) pasal 2 Peraturan Daerag ini dopat diuvsahakan cleh perorangan eta
atau swamta atav inetansi bukan Pemerintah Daerah

(2) Untuk penyelenggarakan tempat~tempat parkir sebragaimans dimaksud pa=-
da ayat (1) samal ini terlebih dahulu harus mendapat ijin Keyala Pae
rab atau pejaat yang ditunjukwye ;

(3) Untuk mendapatkan 1jin dimakmsud mads ayat (2) maszl ini kepada yang
berkepentingan harus meng: flsan permehonan kewads Xezpala Daerah de~
ngan mernyebutkan :

ae Nama pengusaba atan pemchon dan alamatng
be Letak atan lekasi tempat pariir j
¢. Syarat—syarat laim yarg skan ditetapksn oleh Kepzla Daerah ;

(4) Xewala Dasrah dapat menolalk permohonan ijin sebagaimang dimaksud
pada ayat (2) pasal ini dengan alasan untuk ketertiban, keamanan
dan keperbingsn vmuan.

Pasiul 15

(1) Ijin pemyelensgaraan usaha tempai parkir dimaksud pada ayat (2) pa=
sal 14 Peraturan Daerah ini Derlaku untuk jangka waktu 1 (satu) ta-
hun dan dnvat diperpanjung atau diperbcharui kembali g

(2) Ijin dimaksud tidak Welek dipindah tangunkam kepada pihak lain, ke~
euali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerzh atau sejawet
vang ditunjuk.

Bl A
SHmY A
Paml 16

(1) Setiaw kemdaraan yang diparkir di gedung atan pelataran yarkir yang
Yukan milik Permerintah Dasrah dikenakan sewa markir yang harus diba-
yar kepada wemegong ijin dimoksud dalam sasal 14 dan pasal 15 Per =
aturan Daersh ini 3

(2) Besarnys sewa seperti dimaksud rada syat (1) pssel ini ditetapkan
dengan Pergturan Dgerah 3

(3) Untuk setiap pembayaran sews diberikan tanda bukti pembayaran

(4) Bertuk atau model tanda perbayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditatapkan Kepala Daerah j

(5) Pongucaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang mengadakam pu—
ngutan parkir lebih tinggi dari pada tarip yang telah ditetapkan -
terestak pada kareis i
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(6) Tanda ataw pusgutan parkir harus berbentuk Xareis yang diksluarkan
dsn disshlan dengan parperasi eleh Kemala Daerah dam menyebutican -
Jumiah pungutammya.

» aﬂll 17

Pergelolaan tempat markir swasta atau ingtansi selain Pemerintah Baerah
Yang memungut sewa merkir diwajiblun memeayar keatribuei kepada Femerip
tah Daeral yang besarnyas ditetapknn dengan Peraturan Bgerah,

BiR X
EETEITMIAN PIDAIA
Pamal 18

Palangzaran terhadap koetarntuan«keterduan dalam Parcturan Dasrah iniy «
diancan demgan kurunggn sslams~laranya 6 (enam) dulan atau denda seting
gi-tingsinva sabesar Ry, 50,0004~ (1ima puluk ridu rupiah).

BAE XX
YETENTUAN FPENUMIP
Pasal 19

Dargen ditetapiannya FPeraturan Daersh ini, éiryatakan dicabut dan tidak
berlaln: lagi Peraturan Daerah Kotanadya Dgerah Tingkat IT Surabaya Ne =
mor 5 takun 1981 serta semua ketsntuan-ketentuan lain yang »ernah ada ss

panjang vertentangan dengan Peraturas Daeran ini.
Paeal 20

Hal=hsl yang kelum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyang
kut pelzlbsarapn dari ketsrntuan=ketentuan Peraturan Desrah ini, akam @i-
tetsplan oleh Kepala BPaerak.

Pamal 21

Paraburan Dasrah ini mulal herlalm pada dangeal diundenglan,

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAXTIAN RMAKYAT DAERAH WALIKOTAMATYA KEPATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGXAT II SURABAYA
Ketus,
ttd ttd
STANY SOEBAXIR &r. POERNOMO KASIDI

Dipahkan dengan Keputusan Gubernuy Kerala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 20 September 1995 oucr 335/P tohun 1985,
Ao.n, CURERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Aripten I Belretaris Wilayah/Daerak

THd

M, ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640



PENJFLASAN ATAS PERATURAN DAERAE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG
PENGELOLAA NpERURL BT XA NCERMBA DA N RREAMANTA v DABRA K BENCEARRAH FERARABATL

I, IENJELASAN UMUM :

Bghwa kelarczran eros lalu lintss meruzelen peksk permssalahan yang
periu segera ditangi sebagai akibgi dari semkin wertambahnya velumes kenda—
raan remalal Jjalan di Wilayah Ketamaiva Daerah Tinglkgt 1II Suvrabsya.

Sebagai salah satu usaha kearah terlaksananya aspek ketertiban dan
kelanearan arue lalu lintag dimgkeud merlu mula psngaturan masslah saride
tagl kendaraan-kendaraan semakai jrlan dimgkiud deangan suatu sistim yang
berdaya guna dan tepat suna yang merupakan sarana yang dapat meneiptakan
kendisi yans mensuntungizan bagi welayanan kepada masyaral’at maupun Pemerin
tak Dzerah,

Bahwa Paraturan Paerah yang telah ada sudzh tidak sesuai lagi dengan
kendioi dan situazi saat ini perlu dispsmrurnalan, ashingse dapat tercapal -
tujuan dari tertip werparkaran dan tartid lalu lintis yang dituangkan dalan
Paraturan Daerah ini,

Dangan ditetapkarmya Peraturan Daerah ini dinyatakan dieabut dan ti-
dak berlaku lagl Perzturan Dacrah Ketamadva Daerah Tingkat JI Surabays Nemer
5 tahun 1981 merta ssma kstenbuameketentuan laimnya yans ada sepanjang ber=
tentangan dengan MPeraturan Da=rah.

II. PPENJELASAYN PASAL DEMI Fasal

Pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) @ Cuup jelas ;

Pamal 2 ayzt (2) : Peraturan ini pada hakekatnya adalah peng-
aturan yang bersifat sementora nntuk mene=
tapkan jzlan dan tempat-—tempat lain sebagai
termat warkir, sambil msmngsu dikangumya
codung dan pelataran sarkir,

Ban dengan penstapan ini dimsksudkan uwntuk
mengaindari semmegutan retribusi parkir di-
gomua jalan tanpa membedakan asakah jalan
tersedut terletak di Daerah bangunan umum
atau didgerah pemukiman,

Pasal 3

Pasal 4 ayat (1) + Kewmjiban keharusan ini dimakeudkan untuk

rensurargt seleeil mungkin penggunaan ja=—
lan sebazal tempat parkir dalam rarxgka men

Cukup jelas.

capal tujuan meneiptakan kelanearan lalu -
lirtag.

Pasal 4 ayat (2) : Kepala Daerah damat mendelegasikan kemada
Pa jabat yang ditunjuks



Pasal 4 ayat (3)

Pamal 5

Pasay

Pamal

Pasal 8 sampai dengan pasal 10

Paeal

6
7

1

—2_

¥

Bangunan umum dalam ayat (1) pasal ini m.

puti Banguran lama, maupun bangunan baru ;
Cukue jelas ;

Sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) ;
Dalam hal ini Pemerintah Daerah atau Badan di
maksud tidak wertangsung jawab atas kerusakan,
kehilangan atau kerugian yang ditimbulkan eleh
pihak ketiga pada kendaraan yang diparkir,
Manakala terjadi kehilangan, jumlah yang diru-
Zikan dapat melaperkan kepada Yang berwajid wnt
untuk memdapatkan Xeputusan besarmya ganti r
™gi,.

: Cukup jelas ;

Pada tepi jalan diketa yang dipergunakan un—
tuk parkir semalam suntuk atau garasi tetap,
perlu ditegaskan dengan laransgan ranbe dam -
penindakan sebagaimana mestinya, antara lain
di katrel ketempat senampungzan,

Kerusakan yang timbul akibat kendaraan yang
didaretan menjadi tangsung jawab pemilik ;

Pasal 12 sampai dengan pasal 13 : Cukup jelam 3

Pasal 14

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal 18 sampai dengan wasal 21

15 ayat (1)
15 ayat (2)

16
17
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Untuk usaha pembangunan gedung/melataran par—
¥ir elsh pikak svasta disaratkan berupa Badan

Usaha yang Werdentuk Fgdan Hukum {PT).

Adapun untuk pengelelaan parparkiran yang si-
fatnya hanya memanfaatkan halaman rwla.h/'bangu,g
an sedagai usaha sambilan dapat dipertimbangs
kan, dilakukan elsh pererangan.

Ijin terlebih dahulu adzlah penting, agar tim
bulnya pelataran sarkir, lebih~lebia gedung -
parkir dapat sesuai dengan kewutuhan/kentruk-
xi Bangunarmya.

Cukup jelas 3

Semuzi dengan penjelasan pada pasal 4 ayat
(1) dan pasal 6 3

Cukup jelam ;

: Pembayaran kentrivugi dimakgud éiseterkimang-

sung kepada Bendaharawan Khusus Penerima pa~
da Dinas Pendapatan Daerazh Ketamadya Daerah

Tingkat II Surakaya
: Culup jelas,

e} 90




